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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 Laporan Kinerja Dinas Perhubungan disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang termaktub dalam Tugas 

Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), Visi Misi dan Renstra Dinas Perhubungan.Dalam rangka 

itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan bentuk pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, terukur dan legitimate guna mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan 

berhasil guna serta bertanggungjawab. 

 Dengan system pertanggungjawaban yang baik maka akan dapat mendukung 

terciptanya Good Governance yang menjadi prasyarat utama bagi Pemerintah untuk 

melaksanakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat demi mewujudkan 

kesejahteraan bersama. 

 Dalam Laporan ini materi utama yang disampaikan adalah 

pertanggungjawaban kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Madiun selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.Dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan unsur-

unsur personil, anggaran dan peralatan. 

 Adapun rincian pencapaian indikator kinerja yang telah dicapai oleh Dinas 

Perhubungan Tahun 2021 sebagai berikut : 

No Sasaran Strategis / Indikator 

Kinerja 

Kondisi 

Tahun 2018 

Tahun 2021 

Target 

2021 

Realisasi 

2021 
% Realisasi 

 Meningkatkan Infrastruktur 

dan Manajemen Perhubungan 

    

1 Prosentase Sarana prasarana dan 

perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan 

 

 

40% 

 

 

65% 

 
65% 

100% 

 

2 Prosentase Manajamen 

Perhubungan yang Baik 
 95% 95% 100% 

 

 

Realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun ada yang dapat tercapai 

dan tidak tercapai. Hal ini diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan 
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target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Tentunya beberapa 

indikator kinerja yang tidak tercapai akan menjadi bahan evaluasi tersendiri untuk berusaha 

lebih baik di tahun mendatang. 
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LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dibuat dalam 

rangka desentralisasi, mengatur Otonomi Daerah dan memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola sumberdaya dan kekayaan alam yang ada 

dan sebagai pendorong untuk lebih mandiri dan melakukan inovasi guna kemajuan dan 

kesejahteraan yang diharapkan.  

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih 

serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang selanjutnya ditegaskan dengan dibuatnya 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Pada hakekatnya mengandung tiga paradigma baru 

dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan 

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan berimplikasi terhadap semakin luasnya 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun. 

Dalam pemahaman ke depan, ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan 

untuk mewujudkan suatu pemerintah daerah yang bercirikan “Good Governance” yang lebih 

berdaya saing, terbuka dan demokratis dengan aparatur negara yang bersih, profesional dan 

bertanggung jawab dalam masing-masing bidangnya sehingga mendorong terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera sebagai bagian dari tujuan pembangunan itu sendiri. 

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, guna mengatur dan mengelola kepentingan 

masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang professional, adaptik, responsif dan 

pembiayaan yang memadai, sarana prasarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen 

yang kondusif di tingkat daerah 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  



B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini disusun 

dengan maksud sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014. 

  Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021adalah : 

1) Mempertanggungjawabkan kinerja/ pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan 

Kabupaten Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun kepada pihak‐pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance). 

2) Memberikan umpan balik sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan berbagai 

kebijakan yang diperlukan. 

 

C. KELEMBAGAAN DAN APARATUR  

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan. 

1. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mempunyai 

kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan 

Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Madiun. 

 Adapun Tugas Pokok Dinas Perhubungan  adalah : 

Melaksanakan urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan. 

2. Fungsi Dinas Perhubungan . 

Adapun Fungsi Dinas Perhubungan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, 

pengawasan administrasi dan koordinasi. 

 -    Perencanaan segala kegiatan yang berupa pengumpulan data, pengelolaan, penilaian ( 

Evaluasi )  dan perencanaan untuk pelaksanaan tugas. 

-  Pelaksanaan berupa tindakan atau usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan yang sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 -   Pembinaan adalah usaha ke arah peningkatan pada transportasi yang aman, lancar dan 

terjangkau. 



 -   Pengawasan atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok sesuai 

Peraturan Perundangan yang berlaku. 

 -   Administrasi merupakan usaha atau kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, 

perlengkapan, keuangan, serta pelaporan. 

 -  Koordinasi segala usaha untuk mengadakan  kerjasama dengan instansi terkait demi 

kelancaran tugas Dinas Perhubungan . 

 

3. Struktur Organisasi. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah 

Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan 

organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. Dinas 

Perhubungan adalah sebagai berikut  : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris dibantu : 

a.  Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ; 

b.  Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Pelaporan; 

3.     Kepala Bidang Lalu Lintas dibantu : 

 a.  Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas ; 

 b.  Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas ; 

4.    Kepala Bidang Keselamatan dan Angkutan dibantu : 

  a.  Kepala Seksi Angkutan Dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; 

  b.  Kepala Seksi Keselamatan Dan Perkeretaapian. 

5. Kepala Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan : 

  a.  Kepala Seksi Sarana ; 

  b.  Kepala Seksi Prasarana ;   

6.  Kelompok Jabatan Fungsional 

  Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud disini adalah penguji yang 

bertugas melaksanakan proses pemeriksaan kendaraan uji yang diujikan di Kantor 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun, yang berjumlah 6 orang. 



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MADIUN 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN   

PENYUSUNAN KEUANGAN, 

PENYUSUNAN PROGRAM & PELAPORAN 

SUB BAGIAN 

 UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

BIDANG  

SARANA DAN PRASARANA 

BIDANG  

ANGKUTAN  

BIDANG 

LALU LINTAS 

SEKSI 

 MANAJEMEN DAN 

REKAYASA LALIN 

LALU LINTAS 
SEKSI   

KESELAMATAN DAN 

PERKERETAAPIANAN  

SEKSI  

 ANGKUTAN  PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR 

SEKSI  

SARANA 

SEKSI  

PRASARANA 

SEKSI  

PENGENDALIAN 

OPERASIONAL LALU LINTAS 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 
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POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Secara operasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun didukung sumber daya 

manusia sebanyak 67  (Enam Puluh Tujuh) orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat Pendidikan yang 

dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1. 

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan  Kabupaten Madiun 

Berdasarkan Pangkat/golongan dan Tingkat pendidikan. 

 

No. 
Uraian  Pendidikan 

Jumlah 
Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 D2 S1 S2 

1. Juru Muda (Ia)         

 Juru Muda Tingkat I (Ib)         

 Juru (Ic)  1      1 

 Juru Tingkat I (Id)         

2. Pengatur Muda (IIa) 1       1 

 Pengatur Muda Tingkat I (IIb)   7     7 

 Pengatur (IIc)          

 Pengatur Tingkat I (IId)    35 1 2   38 

3. Penata Muda (IIIa)     1 2  3 

 Penata Muda Tingkat I (IIIb)   2   2  4 

 Penata (IIIc)      1 1 2 

 Penata Tingkat I (IIId)   1  1 4  6 

4. Pembina (IVa)       3 3 

 Pembina Tingkat I (IVb)      1  1 

 Pembina Utama Muda (IVc)      1  1 

 Pembina Utama Madya (IVd)         

 JUMLAH        67 
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Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan  Kabupaten Madiun 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan  

 

No. 
Sarana dan Prasarana 

Yang Digunakan 
Jumlah 

1. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 1 

2. Terminal Penumpang Tipe C 1 

4 Komputer  16 

5. Notebook/Laptop 5 

6. Kendaraan Operasional Roda 4 6 

7. Kendaraan Operasional Roda 2 33 

  

 

D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA 

Perubahan Kewenangan Urusan Perhubungan : 

Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  bahwa ada beberapa 

kewenangan urusan perhubungan kabupaten/kota yang disesuaikan guna terwujudnya tujuan 

pembangunan nasional. Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan urusan perhubungan 

yang menjadi kewenangannya agar tidak ada tumpang tindih dalam penanganan dan 

penggunaan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.  

 

Selain itu perpindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Kota Mejayan menjadi salah satu 

pendorong perubahan pergerakan lalu lintas baik orang maupun barang. Dan menjadi salah satu 

faktor pemicu tumbuhnya infrastruktur dan fasilitas fisik lainnya guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Sarana prasarana perhubungan sebagai pendukung ketertiban, keamanan dan 

keselamatan lalu lintas harus dapat tersedia dengan baik guna mewujudkan tatanan transportasi 

perkotaan yang memadai. 
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Pencapaian kinerja pelayanan bidang perhubungan yang belum optimal : 

a. Sumber daya manusia aparatur yang masih terbatas, khususnya yang mempunyai 

kualifikasi teknis di bidang perhubungan; 

b. Belum tersedianya peraturan hukum daerah yang mengatur urusan perhubungan secara 

khusus, sehingga penanganan keselamatan transportasi yang bersifat pencegahan dan 

penindakan kurang efektif; 

c. Belum adanya dukungan anggaran yang memadai untuk melengkapi sarana dan prasarana 

perhubungan yang masih terbatas, mengingat wilayah Kabupaten Madiun yang cukup luas; 

d. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang‐undangan bidang perhubungan yang belum 

optimal; 

e. Pelayanan kendaraan angkutan umum yang tidak berkembang dengan baik karena 

rendahnya minat masyarakat dan kondisi angkutan umum yang kurang memadai. 
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Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif , efisien dan 

akuntabel, Dinas Perhubungan  Kabupaten Madiun berpedoman pada dokumen perencanaan 

yang terdapat pada : 

A. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun 2019 – 2023; 

B. Penetapan Kinerja Tahun 2021 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu waktu 1 s/d 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang mungkin timbul.  

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi 

dalam pelayanan bidang perhubungan  menjabarkan visi dan misi yang ingin dicapainya ke 

dalam rencana strategis. Dimana rencana strategis tersebut dibuat dengan senantiasa 

mengedepankan kepentingan masyarakat dan kekuatan sumber daya yang dimiliki dan tidak 

terlepas dari rumusan kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Sehingga 

rencana strategis Dinas Perhubungan  merupakan bagian integral dari RPJMD Pemerintah 

Kabupaten Madiun. 

Rencana strategis Dinas Perhubungan dirumuskan dengan menitikberatkan pada 

sasaran yang ingin dicapai dalam sedikitnya 5 (Lima) tahun yang telah berjalan. Adapun 

Rumusan Rencana Strategis Dinas Perhubungan  dapat dilihat pada lampiran 1 Form Rencana 

Strategis 2019-2023. 

 

 

BAB II 

PERENCANAAN 

KINERJA 
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Visi  
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai instansi yang membidangi 

urusan perhubungan, menilai strategi yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan 

peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki, maka Dinas Perhubungan  

memberi dukungan Bupati Madiun Tahun 2019 – 2023 yaitu  : 

“Terwujudnya Kabupaten Madiun Yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak “ 

Rumusan visi tersebut dapat dijelaskan dimana : 

1. Aman adalah kondisi yang pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tidak 

merasa takut atau khawatir, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan dan tenteram bagi 

masyarakat dan ASN 

2. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dengan 

menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan 

teknologi yg berperadaban 

3. Sejahtera adalah kondisi sentosa dan makmur, tidak ada ketimpangan antar wilayah, 

antar golongan, antar masyarakat dalam hal pembangunan, pelayanan, hak sipil, hak 

politik dan pemerintahan 

4. Berakhlak adalah berprilaku, bersikap, berbuat, adab dan sopan santun yang sesuai 

dengan tuntunan agama yang dianut masing-masing serta bermoral dan bersusila 

menggunakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung 

dalam masyarakat (adat istiadat/ budaya lokal) 

Misi  
Untuk mewujudkan visi Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2019 -2023 yang telah 

ditetapkan, maka harus didukung Misi Bupati Madiun Tahun 2019 -2023, karena misi 

merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan visi dan sasaran yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Adapun Misi Bupati Kabupaten 

Madiun Tahun 2019 -2023 sebagai berikut : 

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah 

Kabupaten Madiun  

2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan 

pelayanan publik 

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro 

industri dan pariwisata yang berkelanjutan 

4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan 
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5. Mewujudkan  masyarakat  berakhlak  mulia dengan meningkatkan kehidupan 

beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal 

Sedangkan Misi  diatas Dinas Perhubungan Kabupaten mendukung pada misi Ke – III 

yaitu : “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, 

agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan 

   

Tujuan dan Sasaran 

Selanjutnya Dinas Perhubungan menerapkan visi dan misinya melalui beberapa tujuan 

dan sasaran guna mencapai kinerja yang ingin diraih. Dimana sasaran harus menggambarkan 

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat 

diukur dan dicapai.  Sasaran Dinas Perhubungan  yang telah ditetapkan yaitu : “ 

Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan “ Indikator Sasaran : “ 

Prosentase sarana prasarna dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan dan 

Manajemen Perhubungan Yang Baik “ Tujuan Dinas Perhubungan “ Meningkatnya 

Pelayanan Perhubungan Yang Berkualitas “ Indikator Tujuan Dinas Perhubungan  “ 

Prosentase jalan berkeselamatan “ 

 

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Dinas Perhubungan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapainya guna 

memperoleh kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai kinerja yang dimaksud maka perlu 

dirumuskan langkah-langkah strategis yang menindaklanjuti penerapan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan secara nyata melalui kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu sendiri pada 

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan 

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman aparatur pemerintah ataupun 

masyarakat untuk mencapai tujuan. 

Adapun langkah-langkah strategis yang dirumuskan adalah : 
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Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata yang berkelanjutan

Mewujudkan 

Pembangunan 

Ekonomi 

Berkelanjutan

ANGKA 

PERTUMBUH

AN EKONOMI

2. Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Infrastruktur 

Perekonomian

2.4 Prosentase Jalan yang 

Berkeselamatan

meningkatkan kualitas 

sarana prasarana dan 

perlengkapan 

keselamatan jalan

11. Program  sarana 

perlengkapan dan 

keselamatan jalan 

Persentase sarana 

prasarana dan 

perlengkapan jalan 

yang 

berkeselamatan

Dinas Perhubungan

2.2.4.11.1 pendataan dan 

pemetaan kebutuhan 

sarana prasarana dan 

perlengkapan jalan

pendataan dan pemetaan 

kebutuhan sarana 

prasarana dan 

perlengkapan jalan

pendataan dan pemetaan 

kebutuhan sarana 

prasarana dan 

perlengkapan jalan

2.2.4.11.2 penguatan 

regulasi sarana prasarana 

dan pelengkapan 

keselamatan jalan

menguatkan regulasi 

sarana prasarana dan 

pelengkapan 

keselamatan jalan

menguatkan regulasi 

sarana prasarana dan 

pelengkapan 

keselamatan jalan

2.2.4.11.3 meningkatkan 

penyediaan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

penyediaan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

penyediaan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

penyediaan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

penyediaan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

penyediaan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana perlengkapan 

keselamatan jalan

2.2.4.11.4 meningkatkan 

fungsi forum lalu lintas

meningkatkan fungsi 

forum lalu lintas

meningkatkan fungsi 

forum lalu lintas

meningkatkan fungsi 

forum lalu lintas

meningkatkan fungsi 

forum lalu lintas

meningkatkan fungsi 

forum lalu lintas

2.2.4.11.5 meningkatkan 

kerjasama layanan 

penyediaan sarana 

prasarana kelengkapan 

jalan (KPBU)

meningkatkan kerjasama 

layanan penyediaan 

sarana prasarana 

kelengkapan jalan (KPBU)

meningkatkan kerjasama 

layanan penyediaan 

sarana prasarana 

kelengkapan jalan (KPBU)

meningkatkan kerjasama 

layanan penyediaan 

sarana prasarana 

kelengkapan jalan (KPBU)

2.2.4.11.6 meningkatkan 

layanan dan satgas 

pengaduan masyarakat 

(call center)

meningkatkan layanan 

dan satgas pengaduan 

masyarakat (call center)

meningkatkan layanan 

dan satgas pengaduan 

masyarakat (call center)

meningkatkan layanan 

dan satgas pengaduan 

masyarakat (call center)

meningkatkan layanan 

dan satgas pengaduan 

masyarakat (call center)

meningkatkan layanan 

dan satgas pengaduan 

masyarakat (call center)

2.2.4.11.7 meningkatkan 

monitoring dan evaluasi 

fungsi sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

monitoring dan evaluasi 

fungsi sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

monitoring dan evaluasi 

fungsi sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

monitoring dan evaluasi 

fungsi sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

monitoring dan evaluasi 

fungsi sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keselamatan jalan

meningkatkan 

monitoring dan evaluasi 

fungsi sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keselamatan jalan
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Selanjutnya langkah strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut 

dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. 

Program dalam hal ini merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan 

terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam hal 

ini Dinas Perhubungan, dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas 

Perhubungan mempunyai 2 ( Dua ) program utama. 

Adapun 2 ( Dua ) Program Dinas Perhubungan di Tahun 2021, meliputi  : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

 

 

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 

dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah 

adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran 

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan 

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik 

indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi 

yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai , relevan , menggambarkan keberhasilan 

sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. 

Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting 

dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran 

keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan 

kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai 

pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. 

Sedangkan Indikator Kinerja ( IK ) merupakan indikator diluar Indikator Kinerja 

Utama ( IKU ) yang dilaksanakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama. Dinas 

Perhubungan Kabupaten Madiun menetapkan IKU dan IK sebagai berikut : 
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Tabel II.1 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Meningkatkan Infrastruktur dan 

Manajemen Perhubungan  

a. Prosentase sarana prasarana dan 

perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan 

65% IKU 

  b. Prosentase Manajemen 

Perhubungan yang Baik  

95% IKI 

 

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 

 

Dalam Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini telah disusun Rencana 

Strategis dan Rencana Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan. Selanjutnya 

guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka dijabarkan dalam program 

dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh ketersediaan anggaran yang 

bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Madiun. Program/kegiatan dimaksud 

diharapkan menjadi sarana implementasi dan tolok ukur dalam pencapaian sasaran yang 

telah ditetapkan. Keberhasilan program/kegiatan akan mencerminkan keberhasilan sasaran 

yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Lampiran. 

Dari penetapan Kinerja tersebut dapat dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran 

pada RENSTRA Dinas Perhubungan. Pada Tabel 2.1 akan disajikan keterkaitan antara 

tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada Tahun 2021. 

Tabel 2.1 

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021 

 
Tujuan OPD : Peningkatan Ruas Jalan Yang Berkeselamatan  

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA RUMUS TARGET 

1 Meningkatkan 

Infrastruktur dan 

Manajemen 

Perhubungan 

a Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan  

 

 

 

 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 
𝑝𝑟𝑎𝑠𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔
 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎

Jumlah sarana 
prasarana

𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 
𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 

𝑥100 

65 % 

  b Prosentase Manajemen 

Perhubungan yang baik  
 

Rata – rata Prosentase 

Pelaksanaan Manajemen 

Perhubungan 

 

 

95 % 
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A. CAPAIAN KINERJA  

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 adalah informasi tentang hasil 

pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan kinerja 

yang dicapai. Adapun pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan, 

dimana sasaran Dinas Perhubungan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkait kebutuhan jasa dan pelayanan Perhubungan.  

Sasaran ini merupakan aplikasi dari penerapan pengelolaan administrasi dan 

dukungan operasional perkantoran guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok. 

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten 

Madiun maka perlu didukung oleh sistem administrasi perkantoran yang tepat dan 

ketersediaan sarana prasarana operasional perkantoran yang efektif. Dan untuk 

penjabarannya diuraikan dalam 10 (Sepuluh) program dan 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan 

yang tersebar pada masing-masing bidang yaitu Sekretariat, Bidang Keselamatan 

Angkutan dan PKB, Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan, Bidang Lalu Lintas. 

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta 

program/kegiatan digunakan nilai yang disertai makna dari nilai tersebut, yaitu: 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Kinerja 

 

 

 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS 

KINERJA 

  

No Interval Nilai 

Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

Kode 

1 100% ≤ TercapaiTarget  

2 ≤ 100% Tidak tercapai target  
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A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 adalah informasi tentang hasil 

pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan kinerja 

yang dicapai. Adapun pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan, 

dimana sasaran Dinas Perhubungan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkait kebutuhan jasa dan pelayanan Perhubungan.  

Sasaran ini merupakan aplikasi dari penerapan pengelolaan administrasi dan 

dukungan operasional perkantoran guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok. 

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten 

Madiun maka perlu didukung oleh sistem administrasi perkantoran yang tepat dan 

ketersediaan sarana prasarana operasional perkantoran yang efektif. Dan untuk 

penjabarannya diuraikan dalam 2 (Dua) program dan 15  (Lima Belas) kegiatan yang 

tersebar pada masing-masing bidang yaitu Sekretariat, Bidang Keselamatan Angkutan dan 

PKB, Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan, Bidang Lalu Lintas. 

 

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta 

program/kegiatan digunakan nilai yang disertai makna dari nilai tersebut, yaitu: 

 

 

   

Tabel 3.1 

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2020 

 

No Sasaran Strategis / Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2019 

Tahun 2020 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2023) 

Capaian 

s/d 2023 

thd 2023 

(%) 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 
% 

Reali

sasi 

 Prosentase sarana 

prasarana keselamatan 

jalan  

      

1 Prosentase Sarana prasarana 

dan perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan 

 

 

 

56,50 % 

 

 

 

65 % 

 

 

 

65 % 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

2 Prosentase Kendaraan Laik 

Jalan   

90 % 90 % 91,5% 101,6 90 100 

3 Prosentase Angka tertib Lalu 

Lintas 

50 % 83% 83% 100 92 100 
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Tabel 3.2 

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sesudah PerubahanTahun 2021 

 
No Sasaran Strategis / Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2023) 

Capaian s/d 

2023 thd 

2023 (%) 
Target 2021 Realisasi 

2021 
% 

Realis

asi 

 Meningkatkan Infrastruktur 

dan Manajemen 

Perhubungan 

      

1 Prosentase Sarana prasarana 

dan perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan 

 

 

 

100 % 

 

 

 

65 % 

 

65% 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

2 Prosentase Manajemen 

Perhubungan yang Baik 

 95% 95% 100 100 100 

 

 

 

A.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran 

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 

2021 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun 

dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator 

kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana 

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun tahun 2019 - 2023. 

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun 

merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada 

Tahun 2021, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi 

dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Adapun pencapaian hasil 

pelaksanaan dan pengelolaan anggaran tersebut diuraikan pada masing-masing sasaran 

yang ditetapkan. Sehingga dapat diukur capaian kinerja yang telah diraih pada Tahun 2021 

ini. Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 

2021, telah dapat dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. berikut : 
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1).  Administrasi Umum Perasngkat Daerah, realisasi keuangan  93,40 % sedangkan realisasi 

fisik 100% 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, anggaran 

sebesar Rp. 7.160.000, -  realisasi sebesar  Rp. 7.057.800 ( 98,57 % ) 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 78.170.851, -  

realisasi sebesar                            Rp. 78.081.264 ( 99,89 % ) 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp. 53.601.300, -  realisasi 

sebesar Rp. 39.072.440 ( 72,89 % ) 

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandan, anggaran sebesar Rp. 25.995.135, -  realisasi 

sebesar Rp. 25.409.000 ( 97,75 % ) 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 

6.804.000, -  realisasi sebesar Rp. 6.504.000 ( 95,59 % ) 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran sebesar Rp. 

93.853.000, -  realisasi sebesar Rp. 91.931.340 ( 97,95 % ) 

2).  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi keuangan 

14,37 % 

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran sebesar Rp. 

180.000.000, -  realisasi sebesar Rp. 0 ( 0 % ) 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran sebesar Rp. 30.518.182, -  realisasi 

sebesar Rp. 30.250.000 ( 99,12 % ) 

3). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi keuangan 95,85 % 

sedangkan realisasi fisik 100% 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 5.997.700, -  realisasi sebesar 

Rp. 5.980.000 ( 99,70 % ) 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , anggaran sebesar Rp. 

91.748.608, -  realisasi sebesar Rp. 86.536.630,- ( 94,32 % ) 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor , anggaran sebesar Rp. 377.872.215, - 

realisasi sebesar Rp. 363.381.220,- ( 96,17 %) 

3). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi 

keuangan  97,39 % sedangkan realisasi fisik 100% 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran sebesar Rp. 347.972.050, -  realisasi 

sebesar                            Rp. 340.139.170 ( 97,75 % ) 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp. 13.230.000, -  realisasi 

sebesar Rp. 11.649.500 ( 88,05 % ) 
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4) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, realisasi keuangan  90,96 % 

sedangkan realisasi fisik 100% 

- Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, 

anggaran sebesar Rp. 13.089.120, -  realisasi sebesar Rp. 0 ( 0 % ) 

- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, anggaran 

sebesar Rp. 244.724.090, -  realisasi sebesar Rp. 234.506.800 (  95,82 % ) dipergunakan 

untuk : 

 Kegiatan Vidiotron sebanyak 15 kali yang terdiri dari Acara Pemda, Acara Kegiatan 

POLRES, Acara kegiatan LANUD dan 501 dengan Penyedia UD. DENAS yang 

beralamat di Ds. Ngadirejo Kecamatan Wonoasri 

 

5) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, realisasi keuangan  87,26 % 

sedangkan realisasi fisik 100% 

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 

242.271.070, -  realisasi sebesar Rp. 211.410.530 ( 87,26 % ) 

6) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, realisasi keuangan  

95,03 % sedangkan realisasi fisik 100% 

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 

634.560.350, -  realisasi sebesar Rp. 602.997.780 ( 95,03 % ). 

a. Kegiatan Pengawasan  

7) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, realisasi keuangan  87,72 % sedangkan realisasi 

fisik 100% 

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, anggaran 

sebesar Rp. 235.213.978, -  realisasi sebesar Rp. 180.950.390 ( 76,93 % ) 

- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, anggaran sebesar 

Rp. 229.800.000, -  realisasi sebesar Rp. 227.500.000 ( 99,00 % ) yaitu dengan 

mengeluarkan : 

a. Kartu Pintar (Smart Card) sebanyak 3699 

b. Sertifikat Uji sebanyak 6126 

c. Dan Hologram sebanyak 6128 

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, anggaran 

sebesar Rp. 116.169.495, -  realisasi sebesar Rp. 101.366.825 ( 87,26 % ),  

Kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur – Alat Ukur Lainnya, Alat 

Uji Pengujian Kendaraan Bermotor dengan penyedia CV. MITRA ABADI yang 

beralamat di PERUM GADING FAJAR II D-2/3A Sidoarjo dengan nilai Rp. 

85.000.000. 
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- Peralatan uji kendaraan bermotor yang telah dikalibrasi adalah sebai berikut : 

No Jenis Alat Uji Merek Tipe/Model No. Seri Keterangan 

1 Alat Uji Emisi CO/HC 

(Gas Analayzer) 

LUJAN LH5059 180227002 AKURAT 

2 Alat Uji Ketebalan 

Asap (Smoke Tester) 

LUJAN LH5154 180227003 AKURAT 

3 Alat Uji Tingkat Suara 

(Sound Level) 

LUTRON SL-4001 I.528405 AKURAT 

4 Alat Uji Kegelapan 

Kaca (Tint Tester) 

AUTOTEST AUTOLIGHT 39471 AKURAT 

5 Alat Uji Kincup Roda 

Depan (Side Slip 

Tester) 

RYME ALU MINI 

PCR 

190154 AKURAT 

6 Alat Uji Rem (Brake 

Tester) 

TEN BV - 40110 AKURAT 

7 Alat Uji Lampu 

Utama (Head Light 

Tester) 

LUJAN LJN5421 180413002 AKURAT 

8 Alat Uji Berat (AXLE 

LOAD Tester) 

TEN - - AKURAT 

9 Alat Uji Penunjuk 

Kecepatan 

(Speedometer) 

MIAB 

TECH 

MA-001SP - AKURAT 

 

8) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, 

realisasi keuangan  93,99 % sedangkan realisasi fisik 100% 

- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp. 15.305.267.397, -  realisasi 

sebesar Rp. 14.480.417.522 ( 94,61 % ) dipergunakan untuk : 

a. Pengadaan PJU oleh PT. Jaya Mulya Teknik – Sidoarjo yang terdiri dari 11 titik 

sebagai berikut : 

1. APJ Cabean : Dsn Cabean 

2. Warning Light Budug : Dsn. Budug 

3. APJ Kajang : Jl. Raya Kajang 

4. APJ BRT Masjid Quba : Jl. MT Hariyono Ds. Purwosari 

5. APJ Tulung : Ds. Tulung 

6. Traffic Light Buduran: Jl. Panglima Sudirman Ds. Buduran 

7. APJ Klecorejo : Ds. Blimbing 

8. PJU dolopo 4 : Jl. Raya Madiun – Dolopo 
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9. APJ Nglandung : Jl. Raya Kebonsari No. 0 Nglandung 

10. APJ Sidorejo : Dsn. Jalinan No. 0 RT. 01/01 Ds. Sidorejo – Kebonsari 

11. APJ Sidorejo : Jl. Raya Pagotan No. 0 RT. 11/ 04 Ds. Sidorejo – Kebonsari 

Pemeliharaan rutin berkala lampu PJU dengan PT. Jaya Mulya Teknik – Sidoarjo 

dan CV SINAR TL – Nganjuk 

b. Pengadaan Rambu yang terdiri dari : 

1. Pengadaan Rambu Bersuar Oleh CV. Malala – Kediri dengan Lokasi 

pemasangan sebagai berikut: 

• Simpang 4 Pasar Pagotan 

• Simpang 3 Buduran 

• Kegiatan K3  

2. Pengadaan Rambu Tidak Bersuar oleh CV. Rajawali Raya – Madiun dengan 

Lokasi : Jalur Sepeda – Jl. MT. Hariyono Caruban 

3. Pengadaan Kontrol Traffic Light oleh CV. Pelangi Caruban – Madiun 

Pemeliharaan Rambu bekerjasama dengan CV. Pelangi Caruban – Madiun. 

c. Kegiatan KPBU yang terdiri dari : 

1. Survey dan Penyusunan Dokumen Teknis Geodesi Tahap 1 (03-04 Agustus 

2021) 

2. Survey dan Penyusunan Dokumen Teknis APJ/PJU Kab. Madiun (08-14 

Agustus 2021) 

3. Penyusunan Dokumen Teknis APJ/PJU Kab. Madiun (06-10 September 2021) 

4. Penyusunan Peta Ruang Lingkup KPBU (15-18 September 2021) 

5. Koordinasi Ruang Lingkup Pemetaan dan Penentuan Titik PJU Proyek KPBU 

APJ Kab. Madiun dengan Bupati Madiun (21 September 2021) 

6. Koordinasi dan Penentuan Ruang lingkup ruas KPBU APJ (23-25 September 

2021) 

7. Ikut Serta dalam Rapat koordinasi deng PT. PII (11 – 13 oktober 2021) 

8. Tugas FGD dan Penyerahan Dokumen Teknis KPBU APJ ( 13 – 15 Desember 

2021) 

- Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 

Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 181.709.000, -  realisasi sebesar Rp. 96.362.000 

( 53,03 % ),  

Kegiatan Pengamanan Jalur Lalu Lintas Harian dan Pengamanan Jalur Pejabat serta 

Pengamanan Jalur tertentu saat ada Acara / Event tertentu. 

- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 

75.120.100, -  realisasi sebesar Rp. 49.307.230 ( 65,64 % ),  

Kegiatan Rapat Forum Lalu lintas Angkutan Jalan dilaksanakan 4 kali dengan lokasi : 

Rumah Makan Sederhana - Caruban dan  Hotel Aston - Madiun 
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9).  Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota , 

realisasi keuangan ( 83,07 % ) sedangkan realisasi fisik 100% 

a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin, anggaran sebesar Rp. 30.371.000, - 

realisasi sebesar  Rp. 25.230.000 ( 83,07 %), Penyelenggaraan Andalalin 

dipergunakan untuk memberikan Rekomendasi bagi pengembang tentang 

Analisis Dampak Lalu Lintas dan pengembang yang sudah dapat 

rekomendasi yaitu : 

PT. SRI MULYA AGUNG Pembangunan SPBU KEBONSARI Yang 

Berlokasi di Desa Kedongong  Kec. Kebonsari Kabupaten Madiun. 

 

 

 

PERMASALAHAN 

a. Videotron masih tarik ulur terkait tusi dan kewenangan dengan Dinas Kominfo. 

 b. Unit Kendaraan Dinas Operasional sudah tidak tersedia pada Dealer  

c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 

antar  Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai karena 

adanya Pandemi 

 

PENYELESAIAN PERMASALAHAN 

a. Berkoordinasi dengan BKD, Bagian Organisasi dan Inspektorat 

b. Dianggarkan ditahun selanjutnya dengan unit yang sudah ready dari dealer 

c. Anggaran yang tersedia digeser 

 

 

B. ANALISIS EFISIENSI 

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Madiun, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang 

selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas 

Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021. 

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 Sebesar    Rp. 

24.470.335.673,00 sedangkan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Pada Tahun 2021 adalah 
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Sebesar Rp. 23.049.602.691,- yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Sebesar 

Rp.5.340.886.607,- dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 17.708.716.084, - 

Pendapatan Asli daerah ( PAD ) Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2021 

ditargetkan sebesar Rp. 5.523.069.000,- ( Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam 

Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) sedangkan realisasi pendapatan Dinas Perhubungan pada Tahun 

2021 adalah Sebesar Rp. 5.504.035.000,- ( Lima Milyar Lima Ratus Empat Juta Tiga Puluh Lima 

Ribu Rupiah) ( tercapai  99,65 % ) yang terdiri dari Realisasi Retribusi Pengujian kendaraan 

bermotor adalah sebesar Rp. 312.250.000,- (tercapai 70,64 %), realisasi Retribusi Parkir Tepi 

Jalan Umum Sebesar Rp. 5.045.340.000,- ( tercapai 101,46 % ), realisasi Retribusi Ijin Trayek 

Sebesar Rp. 720.000,- ( tercapai 100  % ), dan realisasi Denda Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor Rp. 145.725.000,- ( tercapai 135,35 % ). 

 

Diagram 3.1 

Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021 

 

 

Diagram 3.2 

Rincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 

 

 
  

 Analisis Efisiensi disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi 

anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada Tahun Anggaran 2021 untuk 

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal
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Belanja dianggarkan Sebesar Rp. 24.470.335.673,00,- Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 

23.049.602.691,00,- atau sebesar 94,19 %. Sehingga terjadi efisiensi belanja dari program 

maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Secara rinci realisasi belanja dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Analisis Efisiensi Dishub Kab. Madiun Tahun 2021 

 

 

Sasaran  Indikator Sasaran 
Tahun 2021 

Program 
Efisiensi Penyerapan  

( % ) 
Ket. 

Pencapaian Target Realisasi Capaian anggaran Realisasi 

Meningkatkan 
Infrastruktur dan 

Manajemen 
Perhubungan 

Prosentase sarana prasarana dan 
perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan 
65% 65% 100% 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp. 1.312.923.041 Rp. 1.085.992.364 82.71 Efisiensi 

Prosentase Manajemen 
Perhubungan yang baik  

95% 95% 100% 
Program penyelenggaraan 
lalu lintas dan angkutan 
jalan 

Rp. 17.308.295.600 Rp. 16.210.049.077 93,65 Efisiensi 
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A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN  

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai instansi teknis yang membidangi 

urusan Perhubungan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan 

pertanggung jawaban dari visi dan misi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan. Upaya 

tersebut dilakukan dengan berbekal kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-

masing bidang dengan memanfaatkan sumber anggaran yang ada dengan senantiasa berdasar 

pada prinsip efisiensi guna mencapai keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil guna, 

bersih, bertanggung jawab. 

Dengan melihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis 

efisiensi diperoleh gambaran pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan yang pada 

umumnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan aturan yang 

ada. Hal ini tercermin dari :  

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan. 

3. Meningkatnya pealayan angkutan  

4. Terwujudnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

5. Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan jalan PJU diwilayah Kabupaten madiun.  

 

Secara umum, pencapaian sasaran ‘ Peningkatan sarana prasaran keselamatan jalan dicapai 

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dengan kategori baik. Hal ini juga terjadi pada 3 ( 

Tiga ) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat yang tercapai rata-rata dengan kategori baik 

atau 100% yaitu  

1. Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan  

2. Prosentase angka tertib lalu lintas. ( Kurang dari Target ) 

3. Prosentase kendaraan laik jalan  

 

BAB IV 

PENUTUP 
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 Hal ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan tidak 

mengalami suatu kendala yang berarti dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem 

akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan baik.  

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari sasaran, yang 

didukung oleh 5 ( Lima) Program dan 44 (Empa puluh empat ) kegiatan tersebut menunjukkan 

hasil capaian 85,1 %, sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran sudah 

dilaksanakan dengan optimal untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif guna tercapainya 

sasaran kinerja yang telah ditargetkan. 

 

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target dalam bidang 

perhubungan dan Pendapatan Daerah antara lain : 

a. Gedung Kantor Kurang Memadai 

b. Ada beberapa pejabat di dinas yang kurang menguasai tugas pokok dan fungsinya 

c. Kesejahteraan pegawai kurang diperhatikan dan gaji pegawai kontrak dibawah UMR 

d. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di dinas Perhubungan (sewa 

videotron  belum  bisa memungut retribusi karena belum ada aturan yang baku ) 

e. Belum optimalnya penyerapan pendapatan dikarenakan penetapan nilai retribusi masih belum 

disesuaikan dengan kondisi saat ini. 

f. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan Pendapatan. 

g. Minimnya sarana dan prasarana. Belum tersedianya kendaraan operasional yang layak ( Crane , 

Roda 4 ) 

h. Minimnya jumlah tenaga pelaksana di Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB )  

i. Kurang tenaga administrasi  

j. Tidak memiliki Gudang tempat menyimpan arsip dan peralatan kantor ( PJU , Videotron, 

Kendaraan Operasional Kantor ) 

 

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk menjaga konsistensi 

dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan maka dilakukan upaya sebagai berikut: 

a. Membangun Gedung dan Gudang baru yang layak  

b. Pengadaan Mobil Operasional ( Crane PJU , Mobil Dinas Operasional ) 

c. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait, baik 

dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, maupun kalangan masyarakat; 



 
Laporan Kinerja   
Dinas Perhubungan Tahun 2021  27 
 

d. Menetapkan kerjasama antar sektor dalam mengantisipasi terjadinya benturan kepentingan terkait 

dengan penerapan penegakan aturan ( regulatory function ) dan pengelolaan anggaran (budgetory 

function ); 

e. Menjaga akurasi data potensi retribusi dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan 

pembinaan; 

f. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tetap 

sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat; 

g. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan, melalui upaya penyederhanaan prosedur dengan 

dibukanya pelayanan satu atap / pintu ( one stop service ); 

h. Pengajuan dana yang cukup memadai dan tepat guna; 

i. Dengan melaksanakan rekruitmen dan pelatihan SDM yang memadai sesuai bidang masing 

masing; 

j. Sosialisasi dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar bisa memilih informasi yang 

bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan. 

k. Pemerataan beban kerja pada seluruh pegawai dinas perhubungan 

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut : 

– Masih kurang paham dan kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan pada masing – 

masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) mulai dari perencanaan, implementasi 

hingga pertanggungjawaban atau pelaporan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

TAHUN 2018 - 2023 

          

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

Kondisi Awal 

2018 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KET. 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatkan Infrastruktur dan 
Manajemen Perhubungan 

1. Prosentase sarana 

prasarana dan 

perlengkapan 

jalan 

berkeselamatan 

2. Manajemen 

Perhubungan yang 

baik 

   65% 

 

 

 

 

95%  

75% 

 

 

 

 

95%  

90% 

 

 

 

 

100% 

 

          



 
 

 



:

Target

2021

4 8 9 10

2.15.01.2.02 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp         5.459.188.932 
Keluaran : Jumlah Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah yang terbayarkan

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

2.15.01.2.02.0

1

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp          5.459.188.932 

Keluaran : Jumlah Gaji dan 

Tunjangan ASN yang 

terbayarkan

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            287.927.236 

Keluaran : Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

1 2 5 6 7

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN 

Tujuan OPD

SASARAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN

Uraian Indikator Sasaran Rumus Uraian Indikator Kegiatan Satuan Target

 Peningkatan sarana prasarana keselamatan jalan 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

kabupatn/Kota

2.15.01.2.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

1.1.1 Meningkatnya 

pelayanan administrasi 

perkantoran  dan 

sumber daya manusia 

yang profesional

a. Persentase kebutuhan 

operasional kantor yang 

terpenuhi

Jumalah kebutuhan 

operasional kantor 

yang  terpenuhi / 

jumlah kebutuhan 

operasional kantor x 

100%

100% 2.15.01



2.15.01.2.06.0

2

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp               70.171.541 

Keluaran : Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang terpenuhi

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp               32.483.550 

Keluaran : Jumlah bahan logistik 

Kantor Yang Tersedia

Paket 1 Paket (12 bulan)

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp               30.995.145 

Keluaran : Jumlah Barang Cetakan 

dan Pengadaan yang 

dilaksanakan

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp                 4.824.000 

Keluaran : Jumlah Bahan bacaan 

dan Peraturan perundang-

undangan yang tersedia

Paket 1 Paket (12 bulan)

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

2.15.01.2.06.0

4

2.15.01.2.06.0

5

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

kabupatn/Kota

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan

2.15.01.2.06.0

6

1.1.1 Meningkatnya 

pelayanan administrasi 

perkantoran  dan 

sumber daya manusia 

yang profesional

a. Persentase kebutuhan 

operasional kantor yang 

terpenuhi

Jumalah kebutuhan 

operasional kantor 

yang  terpenuhi / 

jumlah kebutuhan 

operasional kantor x 

100%

100% 2.15.01



Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             149.453.000 

Keluaran : Jumlah Rapat-rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah yang 

terlaksana

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            443.009.595 
Keluaran : Jumlah Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah yang tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp                 5.997.700 
Keluaran : Jasa Surat Menyurat yang 

tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp               76.749.680 
Keluaran : Jumlah Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan 

Listrik Yang Terbayar

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

2.15.01.2.08.0

2

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

kabupatn/Kota

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

2.15.01.2.08

2.15.01.2.06.0

9

Penyelenggaraan 

Rapat koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

2.15.01.2.08.0

1

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

1.1.1 Meningkatnya 

pelayanan administrasi 

perkantoran  dan 

sumber daya manusia 

yang profesional

a. Persentase kebutuhan 

operasional kantor yang 

terpenuhi

Jumalah kebutuhan 

operasional kantor 

yang  terpenuhi / 

jumlah kebutuhan 

operasional kantor x 

100%

100% 2.15.01



Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             360.262.215 
Keluaran : Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

2.15.01.2.08.0

4

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

kabupatn/Kota

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

kantor

1.1.1 Meningkatnya 

pelayanan administrasi 

perkantoran  dan 

sumber daya manusia 

yang profesional

a. Persentase kebutuhan 

operasional kantor yang 

terpenuhi

Jumalah kebutuhan 

operasional kantor 

yang  terpenuhi / 

jumlah kebutuhan 

operasional kantor x 

100%

100% 2.15.01



Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            257.975.500 
Keluaran : Jumlah Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Yang Terpelihara

Paket 1 Paket 

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

Capaian 

Program

: Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang profesional

% 100%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             257.975.500 

Keluaran : Terpenuhinya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Paket 1 Paket 

Hasil : Prosentase Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

yang efektif, efisien dan 

profesionalisme

% 100%

2.15.01.2.09.0

2

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

kabupatn/Kota

2.15.01.2.09 Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Penyedian Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

1.1.1 Meningkatnya 

pelayanan administrasi 

perkantoran  dan 

sumber daya manusia 

yang profesional

a. Persentase kebutuhan 

operasional kantor yang 

terpenuhi

Jumalah kebutuhan 

operasional kantor 

yang  terpenuhi / 

jumlah kebutuhan 

operasional kantor x 

100%

100% 2.15.01



:

KEGIATAN

Target

2020

7 8

Capaian : Prosentase Angka Tertib % 86%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            207.813.210 

Keluaran : Terlaksananya 

Penetapan Kebijakan 

dan Sosialisasi Rencana 

Induk Jaringan LLAJ 

Kabupaten/Kota

Dokumen 1 Dokumen

Hasil : Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

Capaian 

Program

: Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp               13.089.120 9

Keluaran : Terlaksananya Penetapan 

Kebijakan dan Sosialisasi 

Rencana Induk Jaringan 

LLAJ Kabupaten/Kota

Dokumen 1 Dokumen

Hasil : Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

Capaian 

Program

: Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             194.724.090 
Keluaran : Pengendalian 

Pelaksanaan Rencana 

Induk Jaringan LLAJ 

Kabupaten/Kota yang 

terlaksana

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil 

Analisis Dampak 

Lalu Lintas 

(Andalalin) untuk 

Jalan 

Kabupaten/Kota

Capaian 

Program

: Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp              43.784.400 
Keluaran : Jumlah Persetujuan Hasil 

Analisis Dampak Lalu 

Lintas (Andalalin) untuk 

Jalan Kabupaten/Kota 

yang terlaksana

Paket 1 Paket 

Hasil : Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

Capaian 

Program

: Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp               43.784.400 
Keluaran : Penetapan Kebijakan Tata 

kelola Andalalin yang 

terlaksana

Paket 1 Paket 

Hasil : Prosentase Angka Tertib 

Lalu Lintas

% 86%

2.15.02.2.05 Capaian : Prosentase Kendaraan % 90%
Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            579.318.611 
Keluaran : Jumlah Alat pengujian, 

Sarana Prasarana, dan 

Bukti Lulus uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

yang Tersedia

Bus 1 Paket

KETERANGAN

2.15.02.2.01.0

2

1 2 4 5

Uraian Indikator Sasaran Rumus Satuan Target

6

Tujuan OPD : 

SASARAN PROGRAM

Indikator Kegiatan

1.2.1

Pengendalian 

Pelaksanaan rencana 

Induk Jaringan LLAJ 

Kabupaten/Kota

2.15.02.2.01.0

3

 Peningkatansarana prasarana keselamatan jalan 

Uraian

Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Penetapan Kebijakan 

Tata Kelola Andalalin

Program 

Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

(LLAJ)

2.15.02

b. Persentase kendaraan 

laik jalan 

Penetapan Kebijakan 

dan Sosialisasi 

Rencana Induk 

Jaringan LLAJ 

Kabupaten/Kota

Jumlah kendaraan 

lulus uji / jumlah 

seluruh kendaraan 

wajib uji x 100 %

90%

Peningkatan sarana 

prasarana keselamatan 

jalan 

a. Prosentase angka tertib 

lalu lintas

Jumlah kendaraan 

yang tertib lalu 

lintas/jumlah 

kendaraan yang 

diperiksa x 100

83% 2.15.02.2.01

2.15.02.2.07.0

1

Penetapan Rencana 

Induk Jaringan LLAJ 

Kabupaten/Kota



Hasil : Prosentase kendaraan 

laik Jalan

% 90%

Capaian 

Program

: Prosentase Kendaraan 

laik Jalan

% 90%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             233.349.116 
Keluaran : Jumlah Alat pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor yang Tersedia

Bus 1 Paket

Hasil : Prosentase kendaraan laik 

Jalan

% 90%

Capaian 

Program

: Prosentase Kendaraan 

laik Jalan

% 90%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             229.800.000 
Keluaran : Jumlah Buku Lulus Uji 

Berkala Kendaraan 

Bermotor yang Tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase kendaraan laik 

Jalan

% 90%

Capaian 

Program

: Prosentase Kendaraan 

laik Jalan

% 90%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             116.169.495 

Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor yang dipelihara

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase kendaraan laik 

Jalan

% 90%

2.15.02.2.02 Penyediaan 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan 

Kabupaten/Kota

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            478.037.322 
Keluaran : Jumlah Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Kabupaten/kota yang 

tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             478.037.322 
Keluaran : Jumlah Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Kabupaten/kota yang 

tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            762.788.350 

Keluaran : Jumlah Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas 

Parkir Yang Terlaksana

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

% 80%

1.2.1

Penyedia 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan sarana 

dan Prasarana 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor

2.15.02.2.05.0

4

2.15.02.2.05.0

7

2.15.02.2.05.0

1

Penyedia Bukti Lulus 

Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.02.0

2

Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

dan Pembangunan 

Fasilitas Parkir

Pemeliharaan Sarana 

Prasarana pengujian 

berkala kendaraan 

bermotor

Program 

Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

(LLAJ)

2.15.02

b. Persentase kendaraan 

laik jalan 

c. Prosentase sarana 

prasarana dan 

perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan

Jumlah sarana 

prasarana dan 

perlengkapan yang 

tersedia/ jumlah 

sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keseluruhan x 100

65%

2.15.02.2.04

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

dan Pembangunan 

Fasilitas Parkir 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah kendaraan 

lulus uji / jumlah 

seluruh kendaraan 

wajib uji x 100 %

90%

Peningkatan sarana 

prasarana keselamatan 

jalan 

2.15.02.2.04.0

2



Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             762.788.350 
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas 

Parkir Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp       14.997.991.497 
Keluaran : Jumlah Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

untuk Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota Yang 

Terlaksana

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp        14.725.267.397 
Keluaran : Prosentase 

Perlengakapan Jalan 

dalam rangka Manajemen 

dan Rekayasa Lalu lintas 

yang terpelihara dan 

tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             197.604.000 

Keluaran : Jumlah Pengawasan dan 

Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 

Untuk Jalan 

Kabupaten/Kota Yang 

Terlaksana

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp               75.120.100 

1.2.1

2.15.02.2.06 Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 

Kabupaten/kota

2.15.02.2.06.0

5

2.15.02.2.06.0

4

Program 

Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

(LLAJ)

2.15.02

c. Prosentase sarana 

prasarana dan 

perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan

Jumlah sarana 

prasarana dan 

perlengkapan yang 

tersedia/ jumlah 

sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keseluruhan x 100

65%

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Kebijakan untuk 

Jalan 

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

dan Pembangunan 

Fasilitas Parkir 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Peningkatan sarana 

prasarana keselamatan 

jalan 

2.15.02.2.04.0

2

2.15.02.2.06.0

2

Pengadaan, 

Pemasangan, 

Perbaikan dan 

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

dalam rangka 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu lintas



Keluaran : Jumlah Forum Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 

Kabupaten/Kota yang 

terlaksana

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp            185.942.020 
Keluaran : Jumlah Angkutan Umum 

untuk Jasa Angkutan 

Orang dan/atau Barang 

antar kota dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

yang tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Capaian 

Program

: Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

Masukan : Jumlah Dana rupiah  Rp             185.942.020 
Keluaran : Jumlah Angkutan Umum 

untuk Jasa Angkutan 

Orang dan/atau Barang 

antar kota dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

yang tersedia

Paket 1 Paket

Hasil : Prosentase Sarana 

Prasarana dan 

Kelengkapan jalan yang 

berkeselamatan

% 80%

1.2.1

2.15.02.2.09 Penyedia Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

antar Kota dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 

Kabupaten/kota

Penyedia Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

antar Kota dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.0

5

Program 

Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

(LLAJ)

2.15.02

c. Prosentase sarana 

prasarana dan 

perlengkapan jalan yang 

berkeselamatan

Jumlah sarana 

prasarana dan 

perlengkapan yang 

tersedia/ jumlah 

sarana prasarana 

dan perlengkapan 

keseluruhan x 100

65%

2.15.02.2.09.0

1

Peningkatan sarana 

prasarana keselamatan 

jalan 
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